SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 006 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1600 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1600 Tahun 2018,
namun dalam perkembangannya terdapat dana transfer
dari Provinsi Jawa Barat, kewajiban kepada Pihak
Ketiga, dana Bantuan Operasional Sekolah untuk
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Dana
Alokasi Umum Tambahan untuk dukungan Pendanaan
Kelurahan yang belum teralokasi, serta terdapat usulan
pergeseran anggaran Tahun 2019 dari beberapa
Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota
termaksud perlu diubah;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran
anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa ...
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http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pmdagri013.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2011pmdagri021.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2011pmdagri021.pdf

Mengingat

c. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V.17, Lampiran V.26 dan
Lampiran V.39 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, dana transfer ke daerah yang
penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis
tahun berkenaan, pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dan
kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun
anggaran sebelumnya, dalam realisasinya dilakukan
dengan melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2019 dengan terlebih dahulu mengubah peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk
selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1600 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang ...
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http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2003uu017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2004uu001.pdf
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);
. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 77);
. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun
Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6208);

9. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id


http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2014uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2015uu009.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2014uu030.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2009pp005.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pp001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2016pp019.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pp018.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pp018.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pp019.pdf

Menetapkan

9.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1600 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1600
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 1600 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 83), diubah sebagai

Pasal I

berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran IA yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Pasal 2

Kota ini.

2. Ketentuan ...
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http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pmdagri013.pdf
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Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perubahan
Penjabaran APBD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini,
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 4 (empat) pasal baru
yaitu Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C, yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Penjabaran APBD dilakukan untuk menjamin

ketersediaan anggaran akibat:

a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk
penambahan alokasi Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas
dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam
Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan;

b. penyesuaiaan ...
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penyesuaiaan dana transfer yang tidak sesuai dengan
petunjuk teknis tahun berkenaan sesuai dengan
ketentuan Lampiran V. 17 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak sesuai
dengan ketentuan Lampiran V. 26 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota
kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Lampiran
V.39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4B

Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4A huruf b, mencakup:

a.

program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 4C

Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4A bersumber dari:

a.

penjadwalan ulang target/capaian program/kegiatan
yang tersedia anggarannya/sisa belanja;
menggunakan belanja tidak terduga; dan

menggunakan SiLPA Tahun Sebelumnya.

Pasal ...
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Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
/ "[A{\EPALA, BAGIAN HUKUM
PADA S‘EK\RETARIAT(DAERAH KOTA BANDUNG,

“H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027
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